
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1187, 2020 BPKP. Manajemen Talenta. 

 

 

PERATURAN  

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2020 

TENTANG 

MANAJEMEN TALENTA DI LINGKUNGAN 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 8 

ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan 

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 549); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 

   4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1252); 

   5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 352); 

   6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan 

Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 775); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN TENTANG MANAJEMEN TALENTA DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat 

pengawasan intern pemerintah. 

2. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan Manajemen 

PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Talenta adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat 

tertentu untuk masuk ke dalam kelompok rencana 

suksesi. 

7. Manajemen Talenta BPKP adalah sistem manajemen karier 

ASN BPKP yang diselenggarakan dengan meliputi tahapan 

Analisis Kebutuhan Talenta, Identifikasi Talenta, 

Penetapan Talenta, Pengembangan Talenta, Retensi 

Talenta, Evaluasi Talenta, Penempatan Talenta, dan 

Pemantauan Talenta yang diprioritaskan untuk 

menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial 

dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang 
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dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk 

memenuhi kebutuhan BPKP. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Badan ini  dimaksudkan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan Manajemen Talenta di 

lingkungan BPKP.  

(2) Peraturan Badan ini bertujuan agar Manajemen Talenta di 

lingkungan BPKP terselenggara secara efektif dan efisien. 

(3) Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 

Pasal 3 

(1) Ruang Lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengelolaan 

talenta pada setiap level jabatan. 

(2) Level Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, 

Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan 

Pelaksana di lingkungan BPKP. 

 

Pasal 4  

Manajemen Talenta dilaksanakan berdasarkan sistem merit 

dengan prinsip: 

a. objektif; 

b. terencana; 

c. terbuka; 

d. tepat waktu; 

e. akuntabel; 

f. bebas dari intervensi politik; dan 

g. bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. 

 

Pasal 5 

Infrastruktur Manajemen Talenta terdiri dari: 

a.  peta jabatan yang sedang/akan lowong dan jabatan 

kritikal; 

b.  profil talenta; 
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c.  forum pimpinan; 

d.  standar metode dan penilaian dalam metode assessment 

center dan uji kompetensi yang ditetapkan secara 

nasional; 

e.  standar kompetensi jabatan BPKP; 

f. standar penilaian kinerja riil; 

g.  pola karier; 

h.  program pengembangan talenta; 

i. panitia seleksi; 

j. basis data sumber daya manusia; 

k.  sistem informasi Manajemen Talenta ASN; dan 

l. anggaran. 

 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Utama bertanggung jawab atas pengelolaan 

Manajemen Talenta. 

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Utama berwenang 

untuk: 

a. melaksanakan koordinasi dan harmonisasi 

penyelenggaraan Manajemen Talenta di lingkungan 

BPKP; 

b. melakukan internalisasi Manajemen Talenta kepada 

seluruh Pegawai ASN di lingkungan BPKP secara 

menyeluruh dan integral; 

c. melakukan pemantauan dan evaluasi Manajemen 

Talenta; dan 

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

pelaksanaan Manajemen Talenta kepada Kepala BPKP. 

 

Pasal 7 

(1) Sekretaris Utama dapat melimpahkan kewenangan 

pengelolaan Manajemen Talenta sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Kepala Biro Sumber Daya 

Manusia. 

(2) Biro Sumber Daya Manusia bertugas mengelola 

Manajemen Talenta di lingkungan BPKP. 
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Pasal 8 

Pelaksanaan Manajemen Talenta dilaksanakan melalui 

tahapan: 

a.  Analisis Kebutuhan Talenta; 

b.  Identifikasi Talenta; 

c.  Penetapan Talenta; 

d.  Pengembangan Talenta; 

e. Retensi Talenta; 

f. Evaluasi Talenta; 

g.  Penempatan Talenta; dan 

h. Pemantauan Talenta. 

 

Pasal 9 

(1) Analisis Kebutuhan Talenta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf a merupakan tahapan perhitungan jumlah 

Kebutuhan Talenta yang akan dikelola dalam Manajemen 

Talenta. 

(2) Tahapan Analisis Kebutuhan Talenta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Identifikasi Jabatan Target; 

b. Analisis Rasio Kebutuhan Talenta; dan 

c. Penetapan Strategi Akuisisi. 

 

Pasal 10 

(1) Identifikasi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf b adalah tahapan yang dilakukan guna menyaring 

Kandidat Talenta yang berasal dari PNS di lingkungan 

BPKP. 

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk jabatan target yang akan diisi melalui talenta 

internal instansi sebagai strategi akuisisi Talenta. 

(3) Tahapan Identifikasi Talenta terdiri dari: 

a. Pemetaan Kandidat Talenta; 

b. Seleksi Administrasi; 

c. Seleksi Integritas dan Moralitas; dan 

d. Konfirmasi Kandidat Talenta. 
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Identifikasi Talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Sekretaris Utama. 

 

Pasal 11 

(1) Penetapan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf c adalah tahapan yang dilaksanakan melalui 

Mekanisme Forum Pimpinan. 

(2) Mekanisme Forum Pimpinan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. pelaksanaan Pra Forum Pimpinan; dan 

b. pelaksanaan Forum Pimpinan. 

(3) Pembentukan dan Mekanisme Forum Pimpinan ditetapkan 

oleh Kepala BPKP. 

 

Pasal 12 

(1) Pengembangan Talenta sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d adalah proses yang bertujuan untuk 

tercapainya kompetensi dan karakter kepemimpinan yang 

diperlukan talenta untuk menduduki jabatan target. 

(2) Pengembangan Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan melalui tahapan:  

a. Pra pengembangan; 

b. Pengembangan Talenta; dan 

c. Evaluasi Pengembangan Talenta. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Sekretaris Utama. 

 

Pasal 13 

(1) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf e adalah proses yang bertujuan untuk: 

a. mempertahankan posisi talenta dalam kelompok 

rencana suksesi sebagai suksesor yang akan 

menduduki jabatan target; 

b. meningkatkan motivasi dan komitmen talenta agar 

menunjukkan potensi dan kinerja optimal; dan 
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c. mengurangi timbulnya ketidakpuasan kerja dari 

talenta. 

(2) Retensi Talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan melalui: 

a. Rencana Suksesi; 

b. Rotasi Jabatan; 

c. Pengayaan Jabatan; 

d. Perluasan Jabatan; dan 

e. Penghargaan. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Retensi Talenta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

Peraturan Badan terkait penghargaan dan perlindungan 

pegawai. 

 

Pasal 14 

(1) Evaluasi Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf f adalah tahapan pengukuran kesiapan talenta 

untuk ditempatkan pada jabatan target. 

(2) Komponen Evaluasi Talenta sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diperoleh melalui: 

a. penilaian kualifikasi; 

b. rekam jejak; 

c. kinerja talenta pada tahun berjalan; 

d. kompetensi talenta setelah program pengembangan; 

dan 

e. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh 

Panitia Seleksi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya 

dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan oleh Tim 

Penilai Kinerja untuk Jabatan Administrator dan 

Jabatan Pengawas. 

 

Pasal 15 

Penempatan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf g adalah proses yang dilaksanakan berdasarkan 

rencana suksesi dengan mengacu pada perumpunan 

berdasarkan kebutuhan strategis BPKP dan/atau arah 
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pembangunan prioritas nasional jangka menengah dan jangka 

panjang. 

 

Pasal 16 

Pemantauan Talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

huruf h dilaksanakan pada tahapan: 

a.  pengembangan; 

b.  retensi; dan 

c.  penempatan. 

 

Pasal 17 

(1) Hal-hal yang dapat menyebabkan talenta dikeluarkan 

dalam pelaksanaan Manajemen Talenta sebagaimana 

dimaksud Pasal 8 apabila talenta: 

a. mengundurkan diri; 

b. dijatuhi hukuman disiplin, baik tingkat ringan, sedang, 

atau berat; 

c. dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran 

disiplin; 

d. dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana; 

e. dinyatakan tidak dapat bekerja lagi berdasarkan surat 

keterangan dari pihak yang berwenang karena: 

1. kondisi kesehatannya; 

2. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya 

bagi dirinya dan atau lingkungan kerjanya; dan 

3. setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu 

bekerja kembali; 

f. mengambil cuti dalam jangka waktu sama dengan atau 

lebih dari 1 (satu) bulan; 

g. ditugaskan belajar; 

h. pindah instansi ke luar BPKP; dan 

i. berdasarkan pertimbangan yang diambil dalam Forum 

Pimpinan. 

(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c dan huruf d tidak terbukti, talenta dapat 

mengikuti proses Manajemen Talenta periode berikutnya.  
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Pasal 18 

(1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Badan 

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya 

disebut Forum Pimpinan. 

(2) Forum Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melaksanakan tugas Panitia Seleksi dan Tim Penilai 

Kinerja sampai dengan dibentuknya Panitia Seleksi dan 

Tim Penilai Kinerja berdasarkan Peraturan Badan ini. 

(3) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Sekretaris 

Utama membentuk Panitia Seleksi dan Tim Penilai Kinerja 

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. 

 

Pasal 19 

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini, Peraturan Kepala 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 

Tahun 2017 tentang Pemetaan Talenta Pejabat Fungsional 

Auditor di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 416), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 20 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 9 Oktober 2020 

  

KEPALA BADAN PENGAWASAN 

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

     ttd. 

 

MUHAMMAD YUSUF ATEH 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 13 Oktober 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA  
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